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5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat
dipaparkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior terhadap Permendagri dan PP
Nomor 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa ketentuan mengenai SPTIM dalam
Permendagri tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai pencatatan
perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Keberadaan ketentuan SPTJM dalam
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tidak sesuai dengan beberapa asas Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang baik yaitu asas kesesuaian antara jenis , hierarki,
dan materi muatan karena ketentuan dalam Permendagri dapat mengesampingkan
pentingnya Akta Perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, dan asas Kejelasan
rumusan dimana dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 1975 tidak ada penjelasan
yang tegas mengenai definisi, prosedur, dan persyaratan mengenai SPTJM, hanya
mengatur saja bahwa pasangan yang ingin membuat KK baru dapat menggunakan
SPTIM sebagai pengganti Akta Perkawinan/ Buku Nikah. Ketidakjelasan tersebut
kedepannya dapat menimbulkan interpretasi dan ketidaksesuaian prosedur penggunaan
SPTIM.

2. Ketidaksinkronan antara PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan Permendagri Nomor 108 dan
Permendagri Nomor 109 terletak pada tujuan sistem hukum, dimana PP Nomor 9
Tahun 1975 mengedepankan pencatatan perkawinan demi memenuhi ketentuan sah
perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sedangkan ketentuan SPTJM pada
Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengedepankan pemenuhan percepatan
administrasi melalui KK dengan status ‘kawin belum tercatat’, ketidaksinkronan ini
dalam pemberlakuan nya dapat mengesampingkan prosedur pencatatan perkawinan
pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Disini diterapkan Sinkronisasi Vertikal, dimana
ketentuan pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 seharusnya tidak bisa
mengesampingkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan diperlukan penambahan mengenai
ketentuan-ketentuan pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Menambahkan ketentuan yang berkaitan dengan definisi, prosedur, dan persyaratan
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mengenai penggunaan SPTJM. Permendagri Nomor 108 ataupun 109 saat ini tidak
memaparkan hal tersebut. Perlu ditambahkan supaya dalam pelaksanaanya tidak terjadi
interpretasi yang salah.

. Menghimbau Pegawai-pegawai Dukcapil untuk melakukan pemeriksaan data-data bagi
pasangan yang hendak membuat KK dengan SPTJM. Harus dipastikan dengan benar
bahwa pasangan yang menggunakan SPTJM tidak masih terikat dengan perkawinan
lain.

. Menambahkan rujukan ke PP Nomor 9 Tahun 1975 pada Permendagri Nomor 108
Tahun 2019, supaya yang hendak menggunakan SPTJM harus tetap melakukan
prosedur pencatatan perkawinan walaupun pengajuannya ditolak.

. Untuk memastikan bahwa penggunaan SPTJM tidak mengesampingkan pencatatan
perkawinan, dukcapil setiap daerah harus patut dalam mendaftarkan pasangan yang
status pada KK masih terbilang ‘kawin belum tercatat’ untuk segera melakukan itsbat
nikah/ pengesahan perkawinan. Perlu juga ditegaskan lagi bahwa status ‘kawin belum

tercatat’ hanyalah afirmatif, bukan berarti negara mengesahkan perkawinan tersebut.
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